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ABSTRAKSI

The impact of the growing number of unemployed and supported by the higher poverty rates resulted in one heart to do evil and the economic pressure many people who take shortcuts by any means to earn money, so that this problem causes to grow and increased racketeering practices that causing a lot of problems and concerns for the community. 
Police in this regard relates to its function as a protector of the public has a very big role in the response to the thuggery. Police were so close to the people expected to take appropriate action in addressing the phenomenon of gangsterism in the community.
1. PENDAHULUAN



Masyarakat mengharapkan Polri mampu menghilangkan (atau menanggulangi) setiap permasalahan sosial dalam masyarakat. Sepintas harapan ini seolah-olah berlebihan karena berharap Polri mampu menyelesaikan semua permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Namun apabila ditelaah mendalam, harapan ini tidak berlebihan karena pada dasarnya setiap permasalahan sosial berpotensi berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mengganggu aktivitas masyarakat apabila tidak diselesaikan tuntas.
Harapan masyarakat yang cukup besar tersebut menunjukkan betapa masyarakat memberikan kepercayaan cukup besar kepada Polri. Masyarakat sangat mengharapkan Polri mampu mewujudkan situasi yang kondusif dengan memberantas segala tindak kejahatan, sehingga masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitas dan kehidupannya sehari-hari.
Salah satu kejahatan yang harus menjadi prioritas Polri untuk mewujudkan rasa aman masyarakat adalah premanisme dan kejahatan jalanan. Pimpinan Polri telah menetapkan penanggulangan kedua jenis kejahatan ini sebagai program prioritas dengan pertimbangan bahwa kejahatan ini sangat berdampak luas terhadap masyarakat, terutama dari aspek psikologis selain dampak kerugian ekonomi yang dialami korban. Bagi korban dan masyarakat lainnya, kejahatan ini sangat berdampak pada timbulnya rasa ketakutan sangat mendalam, sehingga rasa aman masyarakat akan hilang apabila Polri tidak mengambil langkah-langkah penanggulangan. Hal ini akan berdampak pada fluktuasi kepercayaan masyarakat terhadap Polri.


Pada dasarnya, premanisme dan kejahatan jalanan merupakan fenomena gunung es tindak kejahatan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang muncul di permukaan. Oleh sebab itu, penanggulangan premanisme dan kejahatan jalanan tidak bisa hanya dengan upaya represif terhadap para pelaku. Namun harus secara komprehensif dengan menyelesaikan akar permasalahannya atau sering disebut dengan menyelesaikan masalah dari hulu.

2. TUJUAN
Tujuan penulisan yang hendak dicapai antara lain :

1) Untuk memperoleh data yang konkrit berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2) Untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab suatu masalah.

3. METODE PENELITIAN
Dalam penulisan Penelitian ini penulis menggunakan suatu metode penelitian dengan cara penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dan penelitian dokumen terhadap peraturan perundang-undangan maupun badan-badan yang relevan dengan masalah yang diteliti.
4. PEMBAHASAN

a. Kejahatan Jalanan Dan Premanisme



Bila kita memaknai istilah "premanisme" maka pemahamannya akan sangat terkait erat dengan "kejahatan jalanan".

"Premanisme" (berasal dari kata bahasa Belanda yaitu vrijman = orang bebas, merdeka dan isme = aliran) adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Sedangkan menurut kamus umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, kata preman memiliki arti swasta, bukan tentara, sipil, dan sebutan bagi orang jahat. Dari definisi tersebut dan dan realitas yang terjadi premanisme tidak dapat dilepaskan dari tindakan pelanggaran dan kejahatan, termasuk kejahatan jalanan. Bahkan dalam perkembangan akhir-akhir ini setiap bentuk aksi kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu, sering kali disebut premanisme.



Dalam tulisan ini pemahaman premanisme yang terkait dengan kejahatan jalanan adalah segala tindakan kriminal dari mulai pemalakan, pengutipan, pemerasan hingga pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan sampai dengan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok preman di jalanan dalam upaya melakukan penguasaan terhadap dominasi kekuatan-kekuatan yang memiliki sumber-sumber ekonomi pada suatu lokasi atau wilayah. Dalam perkembangan saat ini, preman-preman tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan teroganisir (organized crime).

b.  Premanisme Terstruktur



Kejahatan jalanan oleh kelompok-kelompok preman bukan saja dilakukan aoleh kelompok-kelompok kecil, tetapi juga dilakukan kelompok-kelompok besar seperti organisasi kemasyarakatan atau organisasi kepemudaan (OKP) termasuk organisasi underbow dari partai politik, serta organisasi-organisasi kelompok profesi seperti organisasi supir angkutan kota, organisasi perburuhan dan lainnya. Bahkan ada organisasi lokal informal yang menamakan pemuda daerah setempat, yang memiliki penguasaan atas sumber-sumber di wilayahnya.

Keberadaan organisasi-organisasi tersebut memang telah diatur secara legal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, namun tidak semua organisasi-organisasi kemasyarakatan mendaftarkan dirinya dan mendapatkan ijin pemerintah. Dan di sisi lain ada oknum yang memanfaatkan kelemahan undang-undang ke ormasan tersebut.


Dalam prakteknya, seringkali keberadaan organisasi kemasyarakatan dijadikan alasan pembenaran atas tindakan pelanggaran hukum oleh oknum organisasi tersebut, khususnya tindakan kejahatan jalanan dan premanisme. Himpunan ikatan kelompok preman yang berlindung dalam ormas-ormas tersebut, memiliki solidaritas yang cenderung sangat kuat, yang terkadang melakukan pembelaan atas nama organisasi terhadap tindakan anggota kelompoknya yang menyimpang. Di sisi lain, solidaritas kelompok tersebut telah diimplementasikan pada tindakan penguasaan atas lokasi/wilayah serta sumber dayanya. Penguasaan wilayah tersebut menimbulkan potensi konflik dengan kelompok lainnya yang sama-sama berkeinginan mendapatkan keuntungan atas wilayah/lokasi yang dianggapnya dapat memberikan keuntungan materiil/finansial bagi kelompoknya. Wilayah-wilayah yang seringkali dijadikan perebutan dan dianggap memberikan keuntungan, antara lain pasar, kawasan pertokoan, tempat-tempat hiburan, kawasan industri, kawasan pergudangan/pabrik, kawasan terminal angkutan umum serta kawasan perekonomian lainnya, termasuk jalan umum yang dijadikan lokasi parkir kendaraan.
c. Kendala Dan Penanganan Kejahatan Jalanan Dan Premanisme

Kendala dalam penanganan kejahatan jalanan dan premanisme antara lain:

- Keterbatasan anggaran serta tersebarnya tugas dan tanggung jawab penanganan kejahatan yang dianggarkan oleh masing-masing Kementerian dan tidak terkoordinasi dengan baik dalam satu pintu dan satu sistem.

- Sumber daya manusia yang terbatas secara kuantitas dan kualitas profesionalisme, khususnya dalam penanganan pelayanan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan jalanan dan premanisme.

- Sulitnya melakukan koordinasi keterpaduan antar lembaga terkait dalam penanganan kejahatan jalanan dan premanisme baik di pusat maupun daerah.

- Kondisi kehidupan masyarakat di kota besar terkait dengan migrasi penduduk dan kemiskinan.

- Budaya masyarakat yang malas bekerja dan ingin mendapatkan uang dengan cara pintas tanpa bekerja keras.

- Banyaknya korupsi dan ketidakadilan yang menimbulkan kemiskinan dan kecemburuan sosial.

- Lemahnya pendidikan moral dan agama di masyarakat.

- Masih adanya anggapan bahwa penanganan dan penanggulangan kejahatan jalanan dan premanisme belum merupakan prioritas utama bagi pemerintah pusat maupun daerah.

- Belum adanya konsep besar strategi nasional yang dibuat oleh pemerintah untuk menangani kejahatan jalanan dan premanisme secara terpadu.

d. Koordinasi Dan Sinkronisasi Antar Lembaga Yang Terkait


Dalam aspek keamanan nasional, koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan terkait, secara umum selama ini telah dilaksanakan, namun secara khusus untuk menanggulangi kejahatan jalanan dan premanisme, baru ditangani secara parsial oleh kementerian lembaga terkait dan belum dikoordinasikan secara utuh oleh kementerian yang memiliki kewenangan koordinasi dan sinkronisasi. Oleh karena itu ide dan gagasan untuk mengangkat masalah penanggulangan kejahatan jalan dan premanisme pada workshop oleh Kemenko Polhukam adalah sangat tepat, karena selama ini permasalahan kejahatan jalanan dan premanisme masih dianggap sebagai kejahatan umum dan belum diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa yang membahayakan keselamatan masyarakat bangsa dan negara, dan yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah, seperti seperti halnya terorisme, korupsi dan narkoba, yang telah mendapatkan prioritas dari negara untuk penanggulangannya, sehingga penanganannya dibentuk badan nasional seperti KPK, BNPT dan BNN.



Untuk memahami dan meletakkan kejahatan jalanan dan premanisme sebagai satu kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, maka perlu kerja keras untuk mempublikasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya ke depan bagi keselamatan bangsa dan Negara dari ancaman kejahatan jalanan dan premanisme. Terutama meyakinkan pemerintahan saat ini untuk menjadikan permasalahan kejahatan jalanan dan premanisme sebagai prioritas pemerintah dalam penanganannya.


Dengan menempatkan kejahatan jalanan dan premanisme sebagai prioritas pemerintah dalam penanganannya, maka akan berdampak pada konsekuensi penyediaan anggaran oleh pemerintah, serta penyusunan kebijakan strategi dan program secara khusus oleh pemerintah.


Keberadaan suatu wadah yang terorganisir untuk mengkoordinasikan bersama antar instansi terkait, membahas suatu persoalan bangsa yang penting secara rutin berkelanjutan dan intens adalah merupakan suatu kebutuhan demi menjamin keamanan bangsa itu sendiri.



Kebijakan dan strategi tahap awal yang ditawarkan untuk merealisasikan koordinasi dan sinkronisasi dalam upaya penanggulangan kejahatan jalanan dan premanisme di Indonesia adalah dengan membentuk “Desk Penanggulangan Kejahatan Jalanan dan Premanisme” di Kemenko Polhukam yang anggotanya melibatkan kementerian lembaga terkait seperti Polri, TNI, Kemdagri, Kemendiknas, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, Kemenkum HAM, BIN, Kementerian Pemuda Dan Olahraga, dan lembaga lainnya. Di samping secara berjenjang melibatkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk bersama-sama memadukan dan mensinkronisasikan masing-masing tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangannya.



Pembentukan desk koordinasi penanganan dan penggulangan kejahatan jalanan dan premanisme tersebut, perlu dibentuk di tingkat pusat dan daerah. Dan pembentukannya disarankan dengan peraturan pemerintah atau setidaknya keputusan Presiden. Karena melibatkan kerjasama lintas kementerian koordinator dan kerjasama lembaga terkait di tingkat daerah serta membawa konsekuensi, dibutuhkannya pendanaan dan APBN ataupun APBD.

Untuk mengisi kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pada desk tersebut ditawarkan program sebagai berikut :

- Menginventarisasi kementrian lembaga terkait yang berkompeten dan mensinkronisasikan secara bertahap agar menjadi suatu kekuatan (power) yang saling mendukung melalui koordinasi yang intens atas inisiatif Kemenko Polhukam.

- Penyusunan struktur organisasi dan job description desk berdasarkan tugas, pokok dan fungsi serta kewenangan instansi masing-masing.

- Pendataan ketersediaan anggaran yang ada pada masing-masing DIPA kementerian/lembaga terkait yang berperan dalam Desk Koordinasi. Serta ketersediaan sumber daya yang ada, untuk disinkronisasikan pemanfaatannya sambil merencanakan anggaran yang memadai pada APBN dan APBD untuk kepentingan Desk dan operasionalisasi lembaga terkait.

- Pembentukan Desk kerjasama di Provinsi Kabupaten/kota yang terkait dengan lembaga lain.

- Pelatihan terpadu untuk pelaksana penanggulangan dan pelatihan dalam rangka pembinaan terhadap para preman.

- Inventarisasi data dan permasalahan kejahatan jalanan dan premanisme di Indonesia.

- Penyusunan variabel-variabel permasalahan dan sub variabelnya.

- Langkah-langkah operasi terpadu dan operasi mandiri secara terkendali, termasuk langkah pembinaan masyarakat dan penegakan hukum.

- Mencari inovasi untuk penanggulangan lebih lanjut, antara lain dengan upaya mereduksi budaya pendominasian dan mencegah terbentuknya Patron Klien yang menjadi besar dan menggurita.

- Pelatihan terpadu untuk pelaksana penanggulangan dan pelatihan dalam rangka pembinaan terhadap para preman.

- Memotivasi partisipasi masyarakat dalam pembinaan para preman serta pembinaan keamanan lingkungan.

- Menumbuhkan dan menggembangkan social defence, social resistance dan social control di lingkungan kehidupan masyarakat.

- Keterlibatan tokoh masyarakat dan LSM.

- Komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaannya

Demikian mudah-mudahan tulisan singkat ini bermanfaaat dan memberikan ide gagasan bagi kepentingan upaya peningkatan penanggulangan kejahatan jalanan dan premanisme di Indonesia.

5. PENUTUP

a. Kesimpulan




Setiap permasalahan sosial dalam masyarakat berpotensi berkembang menjadi gangguan kamtibmas, termasuk menangani premanisme dan kejahatan jalanan. Premanisme dan kejahatan jalanan merupakan fenomena sosial yang muncul sebagai tindak kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat, sehingga perlu ditanggulangi sampai tuntas sampai ke akar permasalahan yang memerlukan dukungan oleh seluruh instansi Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dengan membangun kerja sama dan koordinasi tidak hanya sebatas wacana atau komitmen di atas kertas.


b. Saran



Perlu ditumbuhkan kesadaran untuk meninggalkan ego sektoral, dan mulai mengoptimalkan lembaga pelatihan kerja atau sejenisnya untuk memberikan bekal ketrampilan terhadap masyarakat usia produktif supaya mampu membuka lapangan kerja. Pelatihan ini seharusnya juga bekerja sama dengan lapas untuk membina para narapidana upaya mereka memiliki bekal ketrampilan setelah keluar dari lapas dan tidak kembali pada profesi lama.
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